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ABSTRAK

Tax compliance remains a crucial issue for developing countries, partly because tax
revenue ratios are still far behind the global average in Indonesia. While economic
factors affecting tax compliance have been widely studied, the influence of non-
economic factors, particularly altruism and status, has been rarely explored in the
Indonesian context. This study examines the influence of altruism and its status on tax
compliance behaviour using a laboratory experiment involving 42 participants,
including tax officials, non-tax civil servants, and students. The experiment was
designed in five stages that simulated real financial decision-making and applied self-
assessment and random audit mechanisms. Altruism was operationalised through
voluntary donation opportunities, while status was categorised based on professional
background. Data analysis used two-way ANOVA and binary logistic regression to
assess the influence and interaction of independent variables on tax compliance. The
results showed that both altruism and status significantly influenced tax compliance.
Interestingly, individuals with altruistic tendencies are less likely to comply with tax
obligations, suggesting a possible substitution effect between voluntary giving and tax
obligations. Tax employees also demonstrated higher compliance levels than non-tax
employees and students. No significant interaction between altruism and status was
found. The results emphasise the important role of behavioural factors in formulating
tax policies. This study also contributes to the limited literature on experimental tax
compliance in Indonesia and provides empirical evidence to support tax poli

Kepatuhan pajak menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, sebagian
karena rasio penerimaan pajak di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata global,
termasuk Indonesia. Meskipun faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan
pajak telah banyak diteliti, pengaruh faktor non-ekonomi, khususnya altruisme dan
status, jarang dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Studi ini menganalisis pengaruh
altruisme dan status terhadap perilaku kepatuhan pajak menggunakan eksperimen
laboratorium yang melibatkan 42 peserta, termasuk pejabat pajak, pegawai negeri
sipil non-pajak, dan mahasiswa. Eksperimen dirancang dalam lima tahap yang
menyimulasikan pengambilan keputusan keuangan nyata dan menerapkan
mekanisme penilaian diri dan audit acak. Altruisme dioperasionalkan melalui
kesempatan donasi sukarela, sementara status dikategorikan berdasarkan latar
belakang profesional. Analisis data menggunakan ANOVA dua arah dan regresi
logistik biner untuk menilai pengaruh dan interaksi variabel independen terhadap
kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan bahwa baik altruisme maupun status secara
signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Menariknya, individu dengan
kecenderungan altruisme cenderung kurang patuh terhadap kewajiban pajak,
menunjukkan adanya kemungkinan efek substitusi antara pemberian sukarela dan
kewajiban pajak. Pegawai pajak juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih
tinggi dibandingkan pegawai non-pajak dan mahasiswa. Tidak ditemukan interaksi
signifikan antara altruisme dan status. Hasil ini menekankan peran penting faktor
perilaku dalam merumuskan kebijakan pajak. Studi ini juga berkontribusi pada
literatur yang terbatas tentang kepatuhan pajak eksperimental di Indonesia dan
menyediakan bukti empiris untuk mendukung kebijakan pajak.
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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama
pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Cullen, 2013; Vatavu et al., 2019). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia,
peran pajak menjadi semakin strategis mengingat keterbatasan sumber pendapatan lain dan tingginya kebutuhan
pembiayaan pembangunan (Nair & Utama, 2023; Tanzi & Zee, 2000). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di
Indonesia masih jauh dari potensi optimalnya. Rasio penerimaan pajak Indonesia hanya mencapai 10,08% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024, yang menurun dari tahun 2023 sebesar 10,31% (DJP, 2025).
Rendahnya rasio pajak ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan nasional, salah
satunya adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah (Alm et al., 1990; Kaplanoglou & Rapanos, 2013).

Kepatuhan pajak, yang didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara
sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OECD, 2004; James & Alley, 2002), merupakan
faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah tidak hanya berdampak
pada minimnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal dan menurunkan legitimasi
sistem perpajakan di mata masyarakat (e Hassan et al., 2021; Trivedi et al., 2003). Oleh karena itu, memahami
determinan kepatuhan pajak menjadi agenda penting bagi para pembuat kebijakan dan peneliti di bidang
perpajakan.

Selama beberapa dekade, studi mengenai kepatuhan pajak didominasi oleh pendekatan ekonomi konvensional
yang menekankan pada peran insentif ekonomi, probabilitas audit, dan besaran sanksi sebagai faktor utama yang
memengaruhi perilaku wajib pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Yitzhaki, 1974). Model ini berasumsi bahwa wajib
pajak adalah agen rasional yang akan membandingkan manfaat dari penghindaran pajak dengan risiko dan
konsekuensi hukuman yang mungkin diterima jika ketahuan. Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa
pendekatan ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan variasi perilaku kepatuhan pajak di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun risiko audit dan sanksi telah ditingkatkan, tingkat kepatuhan
pajak tidak selalu mengalami peningkatan yang signifikan (Ramirez-Zamudo et al., 2021; Hashimzade et al., 2013).

Keterbatasan pendekatan ekonomi konvensional tersebut mendorong berkembangnya paradigma baru dalam
studi kepatuhan pajak, yaitu pendekatan ekonomi perilaku (behavioral economics). Pendekatan ini mengintegrasikan
faktor-faktor psikologis, sosial, dan nonekonomi dalam analisis perilaku wajib pajak (Alm, 2012; Torgler, 2007). Dalam
kerangka ekonomi perilaku, individu tidak selalu bertindak secara rasional semata, melainkan juga dipengaruhi oleh
norma sosial, nilai-nilai budaya, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi intrinsik seperti
moralitas dan altruisme. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat berperan signifikan
dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan faktor
ekonomi (Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008).

Salah satu faktor nonekonomi yang mulai mendapat perhatian dalam literatur kepatuhan pajak adalah
altruisme, yaitu kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan
langsung (Keer et al., 2004; Myers, 2009). Dalam konteks perpajakan, altruisme dapat memengaruhi persepsi wajib
pajak terhadap pajak sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, hubungan
antara altruisme dan kepatuhan pajak tidak selalu linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan
tingkat altruisme tinggi dapat saja memilih untuk menyalurkan kontribusi sosialnya melalui jalur non-pajak, seperti
donasi atau sumbangan langsung, sehingga justru menurunkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak formal (Frey &
Torgler, 2007).

Selain altruisme, status sosial dan profesional juga diduga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan
pajak. Status dapat memengaruhi persepsi individu terhadap norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta tingkat
kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan mahasiswa, misalnya,
memiliki latar belakang, pengalaman, dan ekspektasi yang berbeda dalam memandang kewajiban perpajakan. Studi-
studi sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang
lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik (Torgler & Schaltegger, 2005).

Meskipun demikian, kajian empiris mengenai pengaruh altruisme dan status terhadap kepatuhan pajak di
Indonesia masih sangat terbatas. Altruisme, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dapat
mempengaruhi cara individu memandang kewajiban pajak mereka. Memahami pengaruh ini dapat membantu
pembuatan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam kepatuhan pajak. Penelitian ini juga penting untuk mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan
motivasi intrinsik, bukan hanya mengandalkan sanksi atau insentif finansial. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih
banyak berfokus pada faktor ekonomi dan belum secara spesifik menguji peran faktor-faktor psikologis dan sosial
dalam konteks perilaku kepatuhan pajak (e Hassan et al., 2021; Kirchler et al., 2014; Mebratu, 2024). Selain itu,
sebagian besar penelitian menggunakan metode survei yang memiliki keterbatasan dalam mengungkap perilaku
nyata wajib pajak, seperti bias sosial dan keterbatasan memori responden (Torgler, 2007a; Supriyadi, 2017).
Penelitian lain yang menggunakan eksperimen di Indonesia telah dilakukan oleh Dong et al. (2025) yang mempelajari
kepatuhan pajak pada sekitar 12.000 UMKM melalui intervensi perilaku berupa pengiriman salah satu dari tiga jenis
surat cetak (pencegahan, informasi, atau barang publik) atau tanpa surat (kelompok kontrol). Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menangkap perilaku aktual wajib pajak dalam situasi yang lebih
terkontrol, salah satunya melalui eksperimen laboratorium.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan menganalisis pengaruh altruisme dan
status terhadap kepatuhan pajak melalui pendekatan eksperimen laboratorium. Dengan melibatkan partisipan dari
berbagai latar belakang profesi, yaitu pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan mahasiswa, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan perilaku kepatuhan
pajak di Indonesia. Temuan dari penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi
perilaku di bidang perpajakan, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi otoritas perpajakan
dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berbasis perilaku.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teori
2.1.1. Kepatuhan Pajak: Perspektif Teori Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Perilaku

Kepatuhan pajak merupakan salah satu isu sentral dalam sistem perpajakan modern dan menjadi perhatian
utama bagi pemerintah di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kepatuhan pajak
didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OECD, 2004; James & Alley, 2002). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat
penting untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara, mendukung pembangunan nasional, serta menjaga
legitimasi sistem perpajakan.

Secara teoritis, studi mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dari pendekatan ekonomi konvensional
menuju pendekatan ekonomi perilaku. Model ekonomi konvensional, yang dipelopori oleh Allingham dan Sandmo
(1972), memandang wajib pajak sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi
antara manfaat penghindaran pajak dan risiko terkena sanksi akibat audit. Dalam model ini, probabilitas audit dan
besaran sanksi menjadi instrumen utama yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Yitzhaki, 1974). Namun,
berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan audit dan sanksi tidak selalu berbanding lurus dengan
peningkatan kepatuhan pajak (Hashimzade et al., 2013; Ramirez-Zamudo et al., 2021). Hal ini menandakan adanya
faktor-faktor lain di luar aspek ekonomi yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak.

Keterbatasan model ekonomi konvensional mendorong berkembangnya pendekatan ekonomi perilaku
(behavioral economics) dalam studi kepatuhan pajak. Pendekatan ini mengakui bahwa perilaku manusia tidak selalu
rasional dan seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya (Alm, 2012; Torgler, 2007). Dalam
kerangka ekonomi perilaku, individu dipandang sebagai makhluk sosial yang keputusan-keputusannya dipengaruhi
oleh norma sosial, moralitas, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi intrinsik seperti rasa keadilan dan
altruisme. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa faktor-faktor nonekonomi ini dapat berperan signifikan dalam
membentuk perilaku kepatuhan pajak, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan faktor ekonomi
(Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008).

2.1.2. Altruisme sebagai Determinan Kepatuhan Pajak

Altruisme merupakan salah satu faktor nonekonomi yang mulai banyak mendapat perhatian dalam literatur
kepatuhan pajak. Altruisme didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang
lain tanpa mengharapkan imbalan langsung (Keer et al., 2004; Myers, 2009). Dalam konteks perpajakan, individu yang
memiliki sifat altruistik dapat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi
masyarakat luas. Pajak, dalam hal ini, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana
untuk mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan distributif.

Namun demikian, hubungan antara altruisme dan kepatuhan pajak tidak selalu bersifat linear. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi dapat memilih menyalurkan kontribusi
sosialnya melalui jalur non-pajak, seperti donasi atau sumbangan langsung, sehingga justru menurunkan kepatuhan
terhadap kewajiban pajak formal (Frey & Torgler, 2007). Hal ini dikenal sebagai efek substitusi antara kontribusi
sukarela dan kewajiban pajak. Studi lain juga menemukan bahwa persepsi terhadap efektivitas penggunaan pajak oleh
pemerintah dapat memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak (Torgler, 2007). Jika individu merasa
bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan publik, maka kecenderungan untuk
patuh dapat menurun, meskipun individu tersebut memiliki sifat altruistik yang tinggi.

2.1.3. Status Sosial dan Profesional

Status sosial dan profesional juga diyakini berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak (Kasper,
2016). Status dapat memengaruhi persepsi individu terhadap norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta tingkat
kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Hasty & Maner, 2020; Tankard & Paluck, 2016). Dalam konteks penelitian
ini, status dikategorikan berdasarkan latar belakang profesi, yaitu pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan
mahasiswa. Setiap kelompok memiliki karakteristik, pengalaman, dan ekspektasi yang berbeda dalam memandang
kewajiban perpajakan.

Sebagai contoh, pegawai pajak diasumsikan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang
lebih tinggi serta keterikatan moral yang lebih kuat terhadap sistem perpajakan dibandingkan kelompok lain. Studi
Torgler & Schaltegger (2005) menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman
perpajakan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik. Sementara itu, mahasiswa sebagai
kelompok yang relatif muda dan belum memiliki pengalaman langsung sebagai wajib pajak, mungkin memiliki tingkat
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kepatuhan yang lebih rendah. Status sosial juga dapat memengaruhi persepsi individu terhadap risiko sanksi sosial dan
reputasi, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku kepatuhan pajak (Alm & Torgler, 2006).

2.1.4. Interaksi antara Altruisme dan Status dalam Kepatuhan Pajak

Selain pengaruh langsung, interaksi antara altruisme dan status juga penting untuk dianalisis. Kemungkinan
terdapat efek moderasi, di mana pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak dapat berbeda tergantung pada status
sosial atau profesional individu. Misalnya, pegawai pajak dengan tingkat altruisme tinggi mungkin tetap menunjukkan
kepatuhan pajak yang tinggi karena adanya tekanan profesional dan norma institusional, sementara pada kelompok
mahasiswa, pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak bisa jadi lebih lemah atau bahkan negatif.

2.2. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dikembangkan sebagai
berikut:

2.2.1. Pengaruh Altruisme terhadap Kepatuhan Pajak

HOa: Altruisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H1la: Altruisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi dapat memiliki
kecenderungan untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak, tergantung pada persepsi mereka terhadap
efektivitas penggunaan pajak dan preferensi kontribusi sosial. Individu dengan tingkat altruisme tinggi cenderung
mematuhi kewajiban pajak karena altruisme mendorong mereka untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain
dan manfaat sosial dari pajak (Syarbin et al., 2023). Namun, kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi
mereka tentang efektivitas penggunaan pajak (apabila mereka percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan
publik, mereka lebih cenderung untuk patuh, dan sebaliknya) (Bobek et al., 2025; Syarbin et al., 2023).

2.2.2. Pengaruh Status terhadap Kepatuhan Pajak

HOb: Status tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H1b: Status berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ini didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa status sosial dan profesional dapat
memengaruhi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterikatan moral terhadap sistem perpajakan, yang pada
akhirnya berdampak pada perilaku kepatuhan pajak.

2.2.3. Interaksi antara Altruisme dan Status terhadap Kepatuhan Pajak

HOc: Status tidak memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak

H1c: Status memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis ini didasarkan pada kemungkinan bahwa pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak dapat berbeda
pada setiap kelompok status, tergantung pada norma sosial, tekanan profesional, dan ekspektasi institusional yang
berlaku pada masing-masing kelompok.

2.3. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model ANOVA dua arah dengan interaksi, di mana variabel independen terdiri dari
altruisme (dua taraf: sumbangan dan tidak sumbangan) dan status (tiga taraf: pegawai pajak, pegawai non-pajak, dan
mahasiswa), serta variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Model ini memungkinkan analisis pengaruh utama
masing-masing variabel independen serta interaksi di antara keduanya terhadap kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Eksperimental

Rancangan eksperimen meliputi dua bagian. Bagian pertama merupakan eksperimen utama dalam penelitian ini,
yaitu pengujian terhadap kepatuhan pajak. Bagian kedua terdiri dari lembar observasi yang mengukur kepribadian
responden. Pada setiap bagian, responden akan membuat keputusan finansial menggunakan mata uang rupiah
sebagai alat pembayaran.

a. Bagian pertama menguji kepatuhan pajak melalui 5 tahapan eksperimen. Lima tahapan tersebut adalah sebagai
berikut.
1) Tahap 1 adalah pengusahaan untuk mendapatkan penghasilan.

Peserta eksperimen melakukan sebuah pekerjaan tertentu untuk menghasilkan uang secara nyata. Tugas
tersebut membutuhkan usaha berdasarkan tingkat keterampilan peserta. Hal ini bertujuan agar peserta merasa
memiliki pendapatan tersebut sehingga mereka akan mempertimbangkan perilaku ketika akan mengeluarkan uang
(Gill & Prowse, 2012). Peserta melemparkan bola kecil ke arah ember sebanyak 10 kali. Peserta akan mendapatkan
Rp1.000,00 untuk setiap bola yang masuk ke dalam ember sehingga total uang yang didapatkan apabila peserta
memasukkan seluruh bola adalah Rp10.000,00 (10 bola x Rp1.000,00). Percobaan tersebut dilakukan selama 10 kali.
Total maksimal uang yang didapatkan peserta adalah Rp100.000,00 (10 periode x Rp10.000,00).

Penelitian ini menggunakan lemparan bola karena memiliki beberapa kelebihan dari metode lain (Gill & Prowse,
2012). Alasan pertama adalah prosedur tugas tersebut mudah dipahami dan tidak menguji pengetahuan peserta.



KEPATUHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERILAKU: Jurnal Info Artha Vol.9, No.2, (2025), Hal.134-148
PENGARUH ALTRUISME DAN STATUS MELALUI EKSPERIMEN LABORATORIUM
Joko Sustiyo, Putri Permatasila Halaman 138

Kedua, tugas tersebut mengukur kinerja peserta sesuai upaya mereka sendiri dan tidak tergantung kinerja individu
lain. Yang terakhir, peserta tidak memiliki kesempatan untuk menebak agar mendapatkan poin, tidak seperti
penghitungan numerik dan pengujian pengetahuan umum.

Tahap pelemparan bola sebanyak 10 percobaan. Tujuan pengulangan tersebut adalah keakraban peserta pada
prosedur eksperimental melalui proses pembelajaran sehingga mereka dapat beradaptasi dan berperilaku sesuai
karakteristik asli. Selain itu, hal ini untuk mendapatkan data dari peserta yang mencukupi dan durasi waktu yang tidak
melebihi 2 jam. Durasi menjadi hal yang perlu diperhatikan karena terkait dengan insentif yang diberikan kepada
peserta dan tingkat kelelahan yang akan mempengaruhi kualitas data (Fonseca & Myles, 2012). Oleh karena itu,
pengamatan dapat menangkap perilaku substansial yang variatif dan heterogenitas dapat dikontrol. Dengan demikian,
inferensi statistik dapat dilakukan.

2) Tahap 2 adalah pengungkapan pajak penghasilan.

Penghasilan yang dikumpulkan peserta dari tahap 1 dikenakan pajak dengan dihitung oleh mereka sendiri (self-
assessment). Hasil penghitungan dari peserta direkapitulasi dan menjadi database pengamatan. Hal ini dilakukan
setelah tahap 2 dan diulang sebanyak 10 kali.

3) Tahap 3 adalah audit pada peserta.

Setelah tahap 2 selesai, peserta diaudit secara acak sehingga peluang diaudit adalah sejumlah probabilitas
tertentu. Hasil audit akan menjadi dasar dari perlakuan kepada peserta yang diaudit. Apabila peserta mengungkap
penghasilan kena pajak dan pajak yang dibayarkan telah sesuai, mereka akan bebas hukuman. Sebaliknya, apabila
pelaporan peserta tidak sesuai yang seharusnya, subjek akan dikenakan penalti sejumlah tertentu.

4) Tahap 4 adalah pembayaran kepada peserta.
Setelah audit, peserta mendapatkan hadiah sesuai penghitungan dari tahap 1 sampai dengan tahap 3.
5) Tahap 5 adalah penyampaian informasi.
Jumlah denda dan audit dikirim ke peserta sebagai informasi yang diketahui peserta.
b. Bagian 2: Beberapa perlakuan eksperimen
Beberapa perlakuan membentuk dasar percobaan. Hal ini dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut ini.
1) Bagaimana altruisme mempengaruhi kepatuhan?

Penelitian ini mempertimbangkan dua kondisi yang terkait dengan sifat altruisme. Kondisi pertama adalah
peneliti menyatakan kepada peserta bahwa mereka boleh menyumbangkan sejumlah uang tertentu sebagai
sumbangan sukarela di kotak sumbangan yang telah disediakan. Peneliti juga menyatakan bahwa sumbangan tersebut
akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Besaran sumbangan diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan
kena pajak peserta. Sebaliknya, kondisi kedua menyatakan bahwa sumbangan bukan merupakan pengurang
penghasilan kena pajak peserta.

2) Bagaimana status mempengaruhi kepatuhan?

Status merupakan status partisipan yang terdiri dari

a) DJP : pegawai Direktorat Jenderal Pajak

b) Non DJP : pegawai Kementerian Keuangan yang bukan pegawai DJP

c¢) Mahasiswa : mahasiswa PKN STAN

3.2. Prosedur Eksperimental

Prosedur eksperimen berlangsung sebagai berikut. Sebelum tahap 1 dari percobaan dimulai, peserta akan
membaca petunjuk cara pengerjaan tugas selama 10 menit. Peserta diperkenankan bertanya kepada peneliti apabila
belum paham. Peneliti memastikan bahwa peserta memahami instruksi tahapan-tahapan dalam eksperimen bagian
1. Setelah peserta memahami prosedur, peneliti bertanya sekali lagi kepada peserta bahwa mereka telah memahami
prosedur secara menyeluruh. Kemudian, eksperimen bagian 1 dan 2 akan dimulai mengikuti arahan peneliti.

Setiap peserta memperoleh imbalan atas pekerjaan tertentu tersebut (tahap 1 bagian 1) berupa uang rupiah riil.
Hal ini dilakukan agar peserta merasa memiliki uang tersebut secara nyata. Keputusan finansial seperti membayar
pajak diharapkan mempertimbangkan kepemilikan mereka atas uang tersebut.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari eksperimen laboratorium. Data
didapatkan dari peserta eksperimen di kelas pada periode September-Oktober 2022. Penelitian ini memilih tiga
kelompok partisipan untuk menyeimbangkan validitas internal dan eksternal. Pegawai DJP merepresentasikan praktisi
yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan administrasi pajak sehingga menjadi acuan dengan status profesional
tinggi dan pemahaman pajak yang kuat. Kelompok Kemenkeu non-DJP dipilih sebagai pembanding yang berada dalam
kelembagaan Kemenkeu. Sementara itu, mahasiswa PKN STAN yang telah menempuh mata kuliah perpajakan sebagai
representasi dari eksternal.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak
merupakan persentase dari jumlah peserta yang melaporkan pajaknya dengan benar dibagi jumlah pelaku eksperimen
keseluruhan.
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Variabel independen terdiri atas dua faktor, yaitu altruisme dan status. Altruisme terdiri dari 2 taraf, yaitu
SUMBANGAN dan TIDAKSUMBANGAN. Sedangkan status terdiri dari 3 taraf, yaitu DJP, NON DJP, dan MAHASISWA.

3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah hasil lembar observasi. Lembar ini diisi oleh peneliti saat
mengamati eksperimen secara langsung.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui eksperimen laboratorium di ruangan tertentu. Setiap keputusan
dan tindakan partisipan selama eksperimen dicatat secara sistematis oleh peneliti dan asisten penelitian. Untuk
menjaga objektivitas, partisipan tidak diberitahu secara rinci mengenai tujuan akhir penelitian sebelum eksperimen
selesai (single-blind). Jumlah sampel penelitian sebanyak 42 orang. Jumlah tersebut dianggap mencukupi untuk
penelitian eksperimen (Roscoe, 1975).

3.7. Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif
menunjukkan karakteristik variabel dependen dan independen yang terdiri dari nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-
rata, dan standar deviasi dari data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan sampel
secara umum.

Sementara itu, statistik inferensial dilakukan untuk pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data
atau keadaan atau fenomena. Pada penelitian ini digunakan 2 analisis, yaitu pengujian ANOVA dua arah dan regresi
logistik. Pengujian ANOVA dua arah dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan mean (rata-rata) tingkat
kepatuhan pajak dilihat dari variabel altruisme dan variabel status. Pada uji ANOVA dua arah, terdapat dua uji analisis
yang dilakukan, yaitu uji beda mean berdasar variabel independen yang berbeda (altruisme dan status) dan uji
interaksi antar variabel independen. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian regresi logistik untuk melihat berapa
besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Sebelum membentuk model regresi logistik, hal yang perlu dilakukan adalah menguji signifikansi parameter pada
model regresi logistik biner (Agresti, 2003), yaitu:

1. Uji Rasio Likelihood

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model apakah fit dengan data ataukah tidak. Hipotesis uji rasio sebagai

berikut.
Ho: model fit dengan data
Hi: model tidak fit dengan data

Skor yang digunakan adalah sebagai berikut.
likelihood tanpa variabel independen
likelihood dengan variabel independen

Nilai G adalah distribusi Chi-square yang memiliki derajat bebas p. Taraf nyata adalah a. Dengan demikian, Ho
ditolak jika G = X?%a,p). Apabila Ho ditolak, model tidak fit dengan data.

G=-2In(

2. Uji Wald

Uji Wald untuk mengetahui pengaruh setiap prediktor terhadap variabel respons. Hipotesis uji Wald sebagai
berikut.

Ho: Bi=0dengani=1,2,3,..,p
Hi:Biz0dengani=1,2,3,..,p
Skor yang digunakan adalah sebagai berikut.
_ P
W= [SE(,Bi)]
Ukuran W adalah distribusi Chi-square yang derajat bebasnya 1. Nilai @ adalah tingkat signifikansi. Dengan demikian,
kriteria penilaian adalah Ho ditolak apabila W > X% 1.
3. Uji Goodness of fit test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian persamaan regresi logistik biner yang telah disusun (Hosmer,

Lemeshow, and Sturdivant, 2013) menggunakan Hosmer-Lemeshow Test. Hipotesisnya adalah sebagai berikut.

Ho: X% = X?g2)

Hi: X2 X%g2)
Skor X%u merupakan distribusi chi-square Hosmer-Lemeshow berdasarkan output SPSS yang akan dibandingkan
dengan nilai X?g-2) (chi-square tabel). Kriteria penilaian adalah Hoditerima jika X% = X%@g-2).

Penelitian dilanjutkan dengan analisis regresi logistik biner setelah uji signifikansi dilakukan. Regresi logistik ini
digunakan karena variabel respon bersifat dikotomis (Hosmer et.al, 2013b). Analisis regresi ini digunakan untuk
mengetahui hubungan variabel bebas yang bersifat biner dengan variabel terikat yang bersifat kategoris (Pampel,
2000).

Kemudian, penelitian ini menggunakan model ANOVA dua arah dengan interaksi. Berdasarkan dua faktor dari
variabel independen, akan didapatkan 6 kombinasi perlakuan (2x3).
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Model penelitian digambarkan sebagai berikut.

Yijk, =+ a; + B + (aB)ij + €ijis

Dimana:

Yijz = Kepatuhan pajak sebagai respon akibat kombinasi perlakuan altruisme ke-i dan status ke-j pada
ulangan ke-z

U = Rata-rata Y secara umum tanpa memperhatikan 3 faktor

a; = Pengarubh altruism ke-i (i=1,2)

B; = Pengarubh status ke-j (j=1,2,3)

(aB);; = Pengaruh interaksi antara altruism ke-i dan status ke-j

Eijkz = Random error untuk kepatuhan pajak akibat kombinasi perlakuan altruisme ke-i, jejaring sosial ke-

j, dan jenis kelamin ke-k pada ulangan ke-z

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Deskriptif
Penelitian ini melibatkan 42 partisipan yang terdiri dari tiga kelompok status, yaitu pegawai Direktorat Jenderal
Pajak (DJP), pegawai negeri sipil (PNS) non-DJP, dan mahasiswa. Masing-masing kelompok terdiri dari 14 orang, dengan
distribusi gender sebanyak 25 laki-laki dan 17 perempuan. Karakteristik demografis ini dipilih untuk memastikan
keberagaman latar belakang partisipan, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan variasi perilaku kepatuhan
pajak di antara kelompok sosial dan profesional yang berbeda.
Gambar 1. Gambaran Umum Responden

Perempuan
Non DJP

B Mahasiswa

0 5 10

Berdasarkan Gambar 2, analisis deskriptif awal menunjukkan adanya variasi tingkat altruisme dan kepatuhan pajak
di antara kelompok partisipan. Kelompok PNS non-DJP tercatat memiliki tingkat altruisme tertinggi, diikuti oleh pegawai
DJP, dan yang terendah adalah kelompok mahasiswa. Sementara itu, tingkat kepatuhan pajak juga menunjukkan pola
yang serupa, di mana pegawai DJP cenderung memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, diikuti oleh PNS non-DJP, dan
mahasiswa sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan terendah. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa status
sosial dan profesional serta kecenderungan altruisme dapat berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Gambar 2. Gambaran Altruisme dan Status

DJP

Non DJP

= Mahasiswa
TR . - _

4.2. Analisis Inferensial
a. Uji ANOVA Dua Arah
Analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan ANOVA dua arah untuk menguji pengaruh utama (main effect)
dan interaksi (interaction effect) antara variabel altruisme dan status terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil uji ANOVA
dua arah menunjukkan beberapa temuan penting:
1. Pengaruh Altruisme terhadap Kepatuhan Pajak:
Nilai signifikansi untuk variabel altruisme adalah 0,029 (< 0,05), yang mengindikasikan adanya perbedaan
signifikan tingkat kepatuhan pajak antara partisipan yang memberikan sumbangan dan yang tidak. Dengan



KEPATUHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERILAKU: Jurnal Info Artha Vol.9, No.2, (2025), Hal.134-148
PENGARUH ALTRUISME DAN STATUS MELALUI EKSPERIMEN LABORATORIUM
Joko Sustiyo, Putri Permatasila Halaman 141

demikian, dapat disimpulkan bahwa altruisme secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan
ini mendukung literatur ekonomi perilaku yang menyoroti pentingnya motivasi intrinsik dalam perilaku
kepatuhan pajak (Torgler, 2007; Alm, 2012).

2. Pengaruh Status terhadap Kepatuhan Pajak:
Nilai signifikansi untuk variabel status adalah 0,007 (< 0,05), yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan
tingkat kepatuhan pajak di antara kelompok pegawai DJP, PNS non-DJP, dan mahasiswa. Dengan demikian, status
sosial dan profesional terbukti secara empiris memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten
dengan teori social identity dan literatur sebelumnya yang menegaskan bahwa status profesional dapat
membentuk norma dan ekspektasi perilaku tertentu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak (Torgler &
Schaltegger, 2005).

3. Interaksi antara Altruisme dan Status:
Nilai signifikansi interaksi antara altruisme dan status adalah 0,349 (> 0,05), yang berarti tidak terdapat pengaruh
interaksi yang signifikan antara kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, pengaruh
altruisme terhadap kepatuhan pajak bersifat konsisten di seluruh kelompok status, dan demikian pula
sebaliknya.

Tests of Between-Subjects Effects

DependentVariable: Kepatuhan_Pajak

Type Il Sum
Source of Squares df Mean Square F Sig
Corrected Model 310° 5 .062 2.720 020
Intercept 333.930 1 333930 14627.093 .000
Altruisme 110 1 A10 4.800 029
Status 231 2 116 5.060 007
Altruisme * Status .048 2 024 1.056 349
Error 9.451 414 023
Total 410.000 420
Corrected Total 9.762 419

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = .020)

Kepatuhan_Pajak

Duncan®”

Suhset
Status 1 1 2
Mahasiswa 140 85
PHS DJP 140 .89
PMS Man-DJP 140 .89
Sig. 1.000 683
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.

Based on observed means.
The errorterm is Mean Square(Error = .023.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size =
140.000.

b. Alpha= .05

Uji post hoc (Duncan) lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak kelompok mahasiswa secara
signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kedua kelompok pegawai (DJP dan non-DJP). Hal ini mengindikasikan
bahwa pengalaman profesional dan paparan terhadap sistem perpajakan dapat meningkatkan kecenderungan untuk
patuh terhadap kewajiban pajak.

b. Uji Regresi Logistik Biner

Untuk mengestimasi besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak, dilakukan
analisis regresi logistik biner. Sebelum membangun model regresi, dilakukan beberapa uji signifikansi parameter untuk
memastikan kelayakan model:

1. Uji Rasio Likelihood

Nilai -2 Log likelihood sebesar 87,376 lebih kecil dari nilai chi-square tabel (467,73), sehingga model dinyatakan fit

dengan data. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun mampu menjelaskan variasi data

secara memadai.
2. Uji Wald

Nilai Wald untuk altruisme adalah 2,811 (signifikan pada taraf 10%), sedangkan untuk status adalah 4,652

(signifikan pada taraf 5%). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan pajak, baik secara individual maupun simultan.
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3. Uji Goodness of Fit (Hosmer-Lemeshow)

Nilai chi-square Hosmer-Lemeshow sebesar 4,893 dengan signifikansi 0,298 (> 0,05), menunjukkan bahwa model

regresi logistik yang dibangun sesuai dengan data observasi dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai

prediksi model dengan data aktual.

Setelah uji signifikansi parameter terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan membentuk model regresi logistik.
Analisis regresi logistik biner digunakan untuk mengetahui apakah altruisme dan status wajib pajak mempengaruhi
kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kemudian, pengujian dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan uji
simultan untuk mengetahui peubah yang signifikan. Berikut hasil uji regresi logistik biner.

Tabel Hasil Regresi Logistik Biner
Variabel Dependen = Kepatuhan Pajak

Variabel Independen Regresi Logistik

Koefisien Odds Ratio
altruisme -1,226* 0,293
status -1,113** 0,329
Konstanta 6,987
Pseudo R square 8,4%
Jumlah sampel 420
Keterangan: ** menunjukkan taraf signifikansi 5%.

* menunjukkan taraf signifikansi 10%

Interpretasi hasil regresi logistik menunjukkan bahwa:

1.  Altruisme memiliki koefisien negatif dan odds ratio 0,293, yang berarti partisipan dengan sifat altruisme
cenderung 0,293 kali lebih kecil kemungkinannya untuk patuh membayar pajak dibandingkan partisipan yang
tidak altruistik. Dengan kata lain, semakin tinggi kecenderungan altruisme, semakin rendah tingkat kepatuhan
pajak. Temuan ini mendukung hipotesis efek substitusi, di mana individu dengan preferensi tinggi untuk
kontribusi sosial lebih memilih menyalurkan kontribusinya melalui jalur non-pajak (misalnya donasi langsung)
daripada melalui pembayaran pajak formal (Frey & Torgler, 2007).

2.  Status juga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan odds ratio 0,329. Artinya, semakin tinggi
skor status (1 = pegawai DJP, 2 = PNS non-DJP, 3 = mahasiswa), maka kecenderungan untuk patuh membayar
pajak semakin menurun. Pegawai DJP paling patuh, diikuti PNS non-DJP, dan mahasiswa paling tidak patuh. Hal
ini mengindikasikan bahwa pengalaman profesional, pengetahuan perpajakan, dan keterikatan institusional
berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Model regresi logistik yang terbentuk adalah:
Ln (P/1-P) = 6,987 - 1,226 Altruisme - 1,113 Status

di mana P adalah probabilitas kepatuhan pajak.

Sebagai ilustrasi, probabilitas kepatuhan pajak untuk partisipan dengan sifat altruisme dan status sebagai pegawai
DJP (altruisme = 1, status = 1) adalah 0,9905, sedangkan untuk partisipan dengan sifat altruisme dan status sebagai
mahasiswa (altruisme = 1, status = 3) adalah 0,9185. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai pegawai DJP
meningkatkan probabilitas kepatuhan pajak secara substansial dibandingkan dengan mahasiswa.

4.3. Pembahasan
4.3.1. Altruisme dan Kepatuhan Pajak: Perspektif Teoretis dan Empiris

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa altruisme, yang secara konseptual didefinisikan sebagai
kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung (Myers,
2009), justru berpengaruh negatif dengan kepatuhan pajak. Hasil ini memperkaya diskursus dalam literatur ekonomi
perilaku, khususnya terkait dengan motif intrinsik dalam perilaku kepatuhan pajak. Secara teoretis, model-model awal
kepatuhan pajak seperti Allingham dan Sandmo (1972) menekankan kalkulasi untung-rugi berbasis risiko audit dan
sanksi. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena gagal menjelaskan variasi empiris kepatuhan pajak di berbagai
negara (Alm, 2019; Hashimzade et al., 2013).

Dalam kerangka ekonomi perilaku, motivasi intrinsik seperti altruisme dan tax morale menjadi determinan penting
(Frey & Torgler, 2007; Torgler, 2007). Namun, hasil penelitian ini mendukung hipotesis efek substitusi, di mana individu
dengan tingkat altruisme tinggi cenderung menyalurkan kontribusi sosialnya melalui jalur non-pajak, seperti donasi
langsung, daripada melalui pembayaran pajak formal (Ramadhan et al., 2025). Fenomena ini telah didokumentasikan
oleh Frey & Torgler (2007), yang menemukan bahwa tax morale dan conditional cooperation sangat dipengaruhi oleh
persepsi efektivitas dan keadilan penggunaan pajak oleh pemerintah. Jika individu memandang sistem perpajakan tidak
transparan atau tidak adil, mereka lebih memilih kontribusi sosial yang dapat mereka kontrol secara langsung.

Lebih lanjut, Torgler (2007) menegaskan bahwa persepsi terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan
merupakan determinan utama tax morale. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah
dan persepsi efektivitas penggunaan pajak masih menjadiisu (OECD, 2017), efek substitusi ini menjadi semakin relevan.
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Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan empiris sebelumnya, tetapi juga menegaskan
pentingnya dimensi psikologis dan institusional dalam perilaku kepatuhan pajak.
4.3.2. Status Sosial-Profesional: Pengetahuan, Identitas, dan Norma

Penelitian ini juga menemukan bahwa status sosial-profesional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Pegawai DJP menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, diikuti oleh PNS non-DJP, dan mahasiswa sebagai kelompok
dengan tingkat kepatuhan terendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa identitas
kelompok dan norma institusional dapat membentuk perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak
(Bobek et al., 2013; Wenzel, 2007). Alm & Torgler (2006) juga menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan status sosial
dapat memengaruhi tax morale dan perilaku kepatuhan pajak di berbagai negara.

Dalam konteks mahasiswa, tingkat kepatuhan yang rendah dapat dijelaskan oleh keterbatasan pengetahuan,
pengalaman, dan paparan terhadap sistem perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2017) yang menekankan
pentingnya edukasi pajak dan pembentukan identitas profesional dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan
generasi muda.

4.3.3. Independensi Efek Altruisme dan Status: Implikasi Teoretis

Analisis interaksi antara altruisme dan status menunjukkan tidak adanya efek interaksi yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Artinya, pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak bersifat konsisten di seluruh kelompok status,
dan demikian pula sebaliknya. Temuan ini mendukung argumen Hashimzade et al. (2013) bahwa faktor-faktor perilaku
seperti moralitas, norma sosial, dan identitas profesional dapat beroperasi secara independen dalam memengarubhi
keputusan kepatuhan pajak.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model kepatuhan pajak yang lebih holistik dan
multidisipliner, yang tidak hanya mengintegrasikan aspek ekonomi, tetapi juga psikologi sosial dan institusional. Dengan
demikian, pengembangan teori kepatuhan pajak ke depan perlu mengakomodasi kompleksitas interaksi antara faktor
individu, kelompok, dan institusi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi pengaruh faktor nonekonomi, khususnya altruisme dan status
sosial-profesional, terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui pendekatan eksperimen laboratorium yang melibatkan tiga
kelompok partisipan utama: pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pegawai negeri sipil (PNS) non-DJP, dan mahasiswa.
Dengan mengadopsi desain faktorial dan analisis statistik inferensial yang komprehensif, penelitian ini berhasil
mengidentifikasi dan mengelaborasi determinan psikologis dan sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam
literatur perpajakan Indonesia.

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa baik altruisme maupun status sosial-profesional merupakan
prediktor signifikan kepatuhan pajak. Temuan bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi justru cenderung memiliki
tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori ekonomi
perilaku, khususnya melalui validasi efek substitusi antara kontribusi sosial sukarela dan kepatuhan terhadap kewajiban
pajak formal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik untuk berkontribusi kepada masyarakat tidak
secara otomatis terinternalisasi dalam perilaku kepatuhan pajak, terutama ketika persepsi terhadap efektivitas dan
transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah masih dipertanyakan. Temuan ini sejalan dengan literatur
internasional yang menekankan pentingnya tax morale, persepsi keadilan fiskal, dan kepercayaan terhadap institusi
dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak (Frey & Torgler, 2007; Kirchler et al., 2008; Torgler, 2007).

Selain itu, status sosial-profesional terbukti sebagai determinan penting kepatuhan pajak. Pegawai DJP, yang
memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterikatan institusional yang lebih tinggi, menunjukkan tingkat
kepatuhan pajak yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini menegaskan relevansi teori social identity
dalam konteks perpajakan, di mana norma institusional dan identitas profesional berperan dalam membentuk perilaku
kepatuhan (Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008;. Sebaliknya, mahasiswa sebagai kelompok dengan pengalaman dan
pengetahuan perpajakan yang terbatas, menunjukkan tingkat kepatuhan terendah, sehingga menyoroti urgensi
penguatan edukasi dan literasi perpajakan di kalangan generasi muda.

Tidak ditemukan interaksi signifikan antara altruisme dan status, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel
tersebut beroperasi secara independen dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah
perlunya pengembangan model kepatuhan pajak yang lebih holistik dan multidisipliner, yang mengintegrasikan aspek
ekonomi, psikologi sosial, dan institusional secara simultan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi otoritas perpajakan di Indonesia. Pertama,
kebijakan peningkatan kepatuhan pajak perlu mengadopsi pendekatan berbasis perilaku (behavioural insights), dengan
memperhatikan motivasi intrinsik, persepsi keadilan, dan identitas profesional wajib pajak. Kedua, peningkatan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak menjadi krusial untuk membangun kepercayaan dan tax morale,
khususnya di kalangan individu yang altruistik. Ketiga, penguatan edukasi perpajakan dan pembentukan norma
institusional di kalangan generasi muda dan aparatur negara perlu diintensifkan untuk menciptakan budaya kepatuhan
pajak yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur ekonomi perilaku di bidang
perpajakan, tetapi juga memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif,
inklusif, dan berbasis bukti di Indonesia.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi Praktis: Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan penting bagi otoritas perpajakan
di Indonesia. Pertama, kebijakan peningkatan kepatuhan pajak perlu mengadopsi pendekatan berbasis perilaku,
sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2017). Intervensi seperti nudging, framing, dan simplifikasi proses
administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, terutama di kalangan wajib pajak yang memiliki
motivasi intrinsik tinggi.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan individu yang altruistik, pemerintah perlu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak. Komunikasi yang efektif mengenai dampak positif pajak
terhadap pembangunan sosial dapat memperkuat persepsi bahwa pajak adalah instrumen kontribusi sosial yang efektif
(Frey & Torgler, 2007; OECD, 2017). Ketiga, program edukasi pajak yang lebih intensif dan tersegmentasi perlu
dikembangkan, khususnya untuk kelompok masyarakat yang kurang berpengalaman seperti mahasiswa. Selain itu,
pembentukan identitas profesional dan norma institusional di kalangan pegawai pemerintah dapat memperkuat
kepatuhan pajak secara internal (Kirchler et al., 2008). Terakhir, upaya untuk meningkatkan tax morale, seperti
penghargaan bagi wajib pajak patuh dan kampanye publik tentang pentingnya pajak, dapat menjadi strategi efektif
untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Alm, 2019; Torgler, 2007).

6.2. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Masa Depan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, jumlah partisipan yang relatif
terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian. Kedua, seluruh peserta eksperimen berasal dari
Kementerian Keuangan (mahasiswa reguler dianggap menjadi bagian Kemenkeu karena status PKN STAN) yang memiliki
pengetahuan lebih mendalam tentang perpajakan dibandingkan dengan masyarakat umum sehingga hasil penelitian
mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku atau sikap masyarakat luas. Ketiga, eksperimen laboratorium
meskipun memberikan kontrol yang tinggi, tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kompleksitas situasi
nyata di lapangan. Terakhir, pengukuran altruisme dan kepatuhan pajak didasarkan pada perilaku dalam eksperimen,
yang meskipun valid secara internal, tetap perlu diuji lebih lanjut dalam konteks dunia nyata.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dan beragam, serta
mengombinasikan metode eksperimen laboratorium dengan survei lapangan untuk meningkatkan validitas eksternal.
Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor psikologis lain, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan
persepsi keadilan fiskal, dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap perilaku kepatuhan pajak di
Indonesia.
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